PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 71 TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR,

Mmhqu:blhndnhmﬂn;hmehkmnhnlmmmandnhm

Mengingat

Pasal 7 ayat (2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4
Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
dean‘hnkuja UnhpbhhnanemSamn

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42) sebagaimana telah diubah dengan Undlng-Undlng
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahuly) Tentang Pembentukan
Kou-KouBunrdeou'KouKecﬂdaJm



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5464);

Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 234, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa  kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Nsgara Repubiik Indonesia

hdmuﬂomaz-ts);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasiona) Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4,



10.

11,

12.

13.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45093),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara chubtiklndonednﬂomofwsnz
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peratuan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) .
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN,

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
Walikota adalah Walikota Blitar.
ommmomwmmm '



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.

6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling
dmpdapmdﬂﬂnntmmﬂdih\donmmdihknmkmdnhm
waktu 6 tahun,

 f mmsomhh&mn&ndidﬂnnmmhkunaMn
mmmommwmmbmmmmwuda
Jenjang Sekolah Dasar Negen.

8. Sekolah Menengah Pertama vang selanjutnya disingkat SMP adalanh
Jenjang pendidikan dasar formal di indonesia setelah menyelesaikan
pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun
waktu 3 tahun.

9. mmmsmmmmmm
oebao‘antupbhu?mdidﬂnndibidm.pmdidhndmrp&da-"

lO.Tmhnlk-mmgMumyadMﬂmhhmg
mmmmmmmmmnw
anak usia empat tahun sampai enam tahun dainm bentuk pendidikan forma!l
di Indonesia.

1. Satuan Pendidikan TK adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan
mmmmmmmmummmmmu“mm,
mmmmm-mm.

12.MSDMMSMWMWDMNW.

13. Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama Negeri.

14. Kepala TK adalah Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak ~Kanak
Negen.

15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur
pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

: {



(2)

(3)

{4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin
dani:

4. Satuan Pendidikan SD Negeri; dan

b. Satuan Pendidikan SMP Negeri,
WWMU&D@&WMdMayn
(1), adalah Taman kanak - kanak.

Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mmmmdahmumphnlknmnwmw.
mwmmmmwm.w
(1),nh¢hmmduhmumpmn&anWalmomm.

BAB Il
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan SD Negeri
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

Satuan Pendidikan SD Negeri merupakan UPT pada jenjang pendidikan °
dasar yang melandasi jenjang pendidikan SMP.

SlmnPlndHihnSDchﬁdivimpinolehmngKepuhSD.ynng
mahnhdmwmmpwabmxmhom-.
khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang
pendidikan SD.

msommmmmmmwxm
Sekolah.

Paragraf 2
Susunan Organisas:
Pasal 4

Susunan organisasi Satuan Pendidikan SD terdiri dari:

a. Kepala Sekolah; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan SD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11l

Peraturan Walikota ini. /



3)

(4)

(5)

(1)

(2)

3)

Mmkndﬁhnsodnpatﬁibenmkmm tugas
W/dnhhmdmdmml{cpumnnwso.

wwpmwwmmdimkxudmwmm.
merupakan jabatan non struktural yang secara operaswonal
bertanggung jawab kepada Kepala SD.

Pembagian tugas interna: sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Uralan Tugas
Pasal §

ScmPendidhnSDNeg:rimemwnyummdﬂcumm
anhnmp.&dmgpmd!dﬂandmpenn}mptdapendxdikmso
di sekolah masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnva sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Kepala SD berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas
Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala SD mempunyui tugas:

a, mw&mmmmmmdnjenjmgSDNemdm
rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optmal
untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

b. merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang
waedmpchhmunkedam; )

¢. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor,
periengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi
kepegawaian;

d. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk
mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan SD
Negeri;

¢. mengembangkan organisasi sekolah pada Jenjang SD sesuai dengan
kebutuhan;

L. mmpbhmhhlndanmhnpnoekdnhmujuomnim

pembelajaran yang efektif; .




. menciotakan budaya dan iklim sekolah vang kondusif dan inovatif
bagi pembelajaran peserta didik;
. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka
pendayummtumberdanwummopm; .
mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang
mmwmmmm;
mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka
pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
- mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan
administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah secara berjenjang;
mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan pelaporan
mmwmmnandi&mnWMnSDNegm.
melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah
tnnﬁnc-m-'ngoemainmmndar.pmedurdmkmemymg
berlaku;
- mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana
operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan SD o
sekolah masing-masing;
- mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/
Bawahan sesuai bidang tugas jatatannya guna kelancaran
pelaksanaan tugas,
. membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang
mpjnhﬂmmmkmmnm
. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan
sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi:
- mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/
Blnhlnmmkinctjnymgdipedumkmdm:nmngxa
Bden ebade:
Wm&np«ﬁnb&npnl&pdaAMnub&px
hhmmmhnmhehnmmpchknmnm
.mehporkmpahknnamtumkep-.d‘Aunnmunbodang
tugasnya sebaga: dasar pengambilan kebijakan: dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan
sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan SMP Negeri
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Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 6

(1) Satuan Pendidikan SMP Negeni merupakan UPT pada jenjang
(2) Satuan Pendidikan SMP Negeri dipimpdnolehmgl(cpahSMPymg
mammmmmkemwom

(3) Kepala SMP merupakan guru yang di beri tugas tambahan sebagai
Kepala Sekolah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1) Ww&mmswymwm:
2. Kepala Sekolah;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan SMP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lamptran IV Peraturan
Walikota ini.

(3) Pada Satuan Pendidikan SMP dapat dibentuk pembagian tugas
mmm/ddnhmdiunphnmnxewmanWSMP.

(4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada avatr (4),
merupakan jabatan non struktural yang secara operasional
bertanggung jawab kepada Kepala SMP.

(5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayar (4),
disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 8

(1) Satuan Pendidikan SMP Negeri mempunyai tugas melaksanakan
uhghnmmb&dnngpenéidnhndmmm pendidikan
SMP di sekolah masing-masing.

: f



{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

3)

Kepala SMP Negeri berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas
Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayar (1),
anhsm’munmnymtum

¢. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif
bagi pembelajaran peserta didik;

{ mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka
pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;

g mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sckolah yang
dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal,

h. mengelola hubungan aeholahdanmuymmdalunmngka,
pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah:

. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan
administrasi/dokumentasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemermntah (SAKlHaewnbexjew‘nng;

J. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan pelaporan
pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SMp
Negeni;

k. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah
masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria;

. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana
ommmquumnmumwmsmd.
sekolah masing-masing;

m. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana /Pejabat Fungsional/
Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran
pelaksanaan tugas;



n. membimbing Pelaksana /Pejabat Fungsional/Bawahan  sesuaj
b&mmmhhnmnmmmnumhbmmw

0. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan
mwmmpmmy.wumm;

p. mengevaluasi pelaksanaan fugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/
Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka
penilaian kinerja;

Q. WWMWWMAMMM
bahmmmhnmkehnumpchkmnnmm

r.mdaporhnpchhmnmtuguktm&unnsemubidang
mmwdwmwmhebﬁhn:dm

s, Mmmum;wawaehAm
sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketiga

(1) Satuan Pendidikan TK Neger: merupakan UPT pada jenjang pendidikan
mkudndhnmmdlndmmmpmd:dﬂunw
(2) Satuan Pendidikan TK Negeri dipimpin oleh scorang Kepala TK, vang

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12

(1) Summwmmmmwm
4. Kepala Sekolah; dan
b. Kelompok Jabatan Pungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan TK sebagaimana
dkmhudpldnm(ll.abmmmnmmdahmummmv
Peraturan Walikota ini.

10
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(3) Pada Satuan Pendidikan TK dapat dibentuk pembagian
internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala TK.

(1) Satuan Pendidikan TK Negeri mempunyal tugas melaksanakan
uhﬂnumnbﬂnngmdidihnmmmmmmidnmm
di sekolah masing-masing.

b. merencanakan pProgram dan kegiatan sekolah berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang
MMMMW.

c. mp&k-nnnummhumm.nmhwkmwr.
periengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi
kepegawaian;

d. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi  unruk
mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan TK
Negeri,



mengendalikan dan mengoordinasikan  penyusunan pelaporan
mmmmqmmammaimmummum;
. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah -
masing-masing sesua! norma, standar, prosedur dan kriteria yang

- memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan
w&m;mmmnnbawhhmwuw:

. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/
.mavmpdhnnmdmpcmbcnmmAumach
bmnmmhnmhdamnhkmNm

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang
tugasnya sebaga: dasar pengambilan kebijakan; dan
.mmhdimanhmyangdibuikmaeh Atasan

12



Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

tugas melaksanakan sebagian

mmdnhmﬂbhn&ndid!hnmddmnnhebumhm.

(1)

(2)

(1

(2)

(1)

(2)

3

Pasal 15
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

terdini dari  pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai
WMWM:;;- i

Jmmmwm,iumhh mmwnblumm
dinnluadp-dnqyu(u.dimaphnmuat kebutuhan dan beban kerja,

BAB V
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 16
Dalam melaksanakan layenan administrasi bidang pendidikan disetiap
kecamatan dapat dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai
unit kerja non struktural.
Koordinator Wilayah Kecamatan dipimpin oleh secorang koordinator
mW&ﬂmManudﬁmmASN lainnya,

mdhuujukohhdmbmmmnmmbwkepdaotma.
Pendidikan.

Pasal 17
PndaKooM!anﬂqyn.thaun scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan
dmmxmmnnlnpahbim Pendidikan.

Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada avat (1),
merupakan jabatan non struktural yang secara operasional
WMMWWM Kecamatan.

13



. Melaksanakan pembimbingan kepada satuan pendidikan di wilayah

kerjanya dalam menyusun program sekolah, rencana kena dan
sistemn informasi dan manajemen;

.mehk-mhntumhedimnnlmmdiberihnokh»\mn

omddmnmmjabuunnyu

Koordinator Wilayah Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan

BAB V1
TATA KERJA
Pasal 18

(1) WMWWW.MSD, Kepala SMP dan

(2)

Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integras: dan
sinkronisasi secara vertikal dan horizonta! baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan
Pmmnhmmhmmmmmdmmmmmg"
masing.

Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP berkewajiban memberikan petunjuk,
bﬁnhinnndanmenmupehetjm Bawahan yang berada dalam
lingkungannya.

14



Pendidikan SDNepﬁdanSatuumdidﬂunSMPNeanm!ekma

administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan secara teknis
MMMMwmmunw&mda
Kepala Sekolah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungs: dan Tata Kerja Unit
Dinas Pendidikan dicaby t dan dinyatakan tdak berlaku.

Pasal 20
memamuummmmmunmm.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wmmdmmpmnmwm Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkun di Blitar
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA BLITAR,
T
MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Rudy Wijonarko
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 71

Stﬁmnmdmulinya
Kapnh*ﬂnhmdmw

C Pembina Tingkat |

NIP. 19651204 198603 1 006



LAMPIRAN | PERATURAN WALIXOTA BUITAR
NOMOR : 71 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

SATUAN PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH KOTA BLITAR

[. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGER! TERDIRI DARI -

- -~ O - o
mSPRENOALLP:

P
RS TR Tl

REERBEBBRNRRRBRERS

- mammmmsonsmqoz
. unamwmmsmmos

uns-mmasouam

- mmwsoumw
. unamwnsouhnmumx

mmwnsonwx
m&mmsonrmz
mmmmumn
UPT Satuan Pendidi'an SON Ngadirejo 2
UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 1
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43 UPT&MW::SDNOQ&.!

T
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1
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46, mmwmunpw

&5
35
1
[
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|
:
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§
:
:

DARI :

UPT SGatuan Pendidikan SMPN 1
UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
UPT Satuan Pendidikar SMPN 3
UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
UPT Satuan Pendidikan SMPN ¢

DPENGY SO -

WALIKOTA BLITAR
Ted.
MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslin
KcthadnnHuhmdmOrp’:’:hd

=y

Pembina Tingkat |
NIP. 19651204 198603 | 006



LAMPIRAN Il PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 71 TAHUN 2017
TANGGAL  : 28 DESEMBER 2017

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN! PEMERINTAH KOTA BLITAR

I SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERDIR! DARI :

1 UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kecamatan
Kepanjenlidul
unmmmwﬁmmmaum
UPl'SumnnPendidﬁmnTKNepﬁ‘numpu
un&mmmmaum
mmwmww
un&mmmmnumx
UPrSAmmPendidihnTKNegethmpok
UPTSlmmF!ndidilunTKNegedRcmblng
un&mmmgmumnmm
m&mmmmml
m&nmmmmﬂepﬂhmmh

UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Bendogerit |

V0o Now e wN

— e s
N - ©

WALIKOTA BLITAR
Ted,
MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salimnmsddennnuhnya
KepdnBtdanHuhmdmOrnniua‘

Pembina Tingkat |
NIP. 19651204 198603 1 006
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LAMPIRAN [l PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR  :71 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS!
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

s ——
KEPALA DINAS |
PENDIDIKAN

KEPALA SATUAN
PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN/ATAU
JABATAN PELAKSANA

WALIKOTA BLITAR
Ted,

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Sahnnluddmuﬁmg
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

.

NIP. 19651204 198603 1 006



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR  : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS!
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN

KEPALA SATUAN |
PENDIDIKAN
SEKOLAH

PERTAMA

S

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN/ATAU
JABATAN PELAKSANA

WALIKOTA BUTAR

MUH. SAMANHUDI ANWAR



LAMPIRAN V. PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR  : 71 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN

KEPALA SATUAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN/ATAU
JABATAN PELAKSANA

WALIKOTA BLITAR
Tud.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

&hn-umldvn’nnhyn
mmmmw

% s

NIP. 19651204 198603 1 006
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